GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ©/23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan  Peraturan  Gubernur
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak dan Penclitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) scbhagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 150, Tambahan ULembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5039);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daermh (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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W Unslang Undung Mo 12 Tahan 2001 1entang
Peanbwntubag Peputiarnn Verundang -undsngsn
Wevibiran Megnin Hepuablike Indonesis Tahun 201
Mo B4, Twinbwhion  Jambwrun  Negpra  Mepuldik
Iidispe st Mignor 5294)  selmppimana  1elsh  diabsh
Henpgan Undung Undang Wossws 1S Tahun 2019
tentnng Pervubwhan AMas Undang Updang Womaor 12
Tahn 2000 teptang  Vembentukan  Peraturan
Fervundang undangmn  (lembaran  Negaran Republik
Ll sl Tuhiun 2019 Nomer 183, Tambahsn
Lennbminn Megurn Mepalilik Indonesia Nomor 6393%);

O Unidang Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintabinn  Daerah  (Lembaran  Negars  Republik
Indonests  Tahun 2014 MNomor 244, Tambshan
Lewnbmran Negara Mepuablike Indonesia Nomor  5587),
o Lagnbinann  teluh diubah beberaps  kali 1erakhir
denignn Undang Undang Nowwea ' Taban 2015 tentang
Verubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 wentang Pemerintshan Daersh (lLembaran
Negara Mepublik Indonesin Tahun 2015 Nomor 58,
tambahan  lembaran  Megara  Republik  Indonesia
Hormaor 547119);

L1 Peraturan Pemerintah Nomaor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Penimbangan  (Lembaran Negara  Republik
Indenesla  Tohun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negarn Republile Indonesia Nomor 4575);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenin Pajuke Daersh yang  Dipungut  Berdasarkan
Penetapan Kepaln Daersh atau Dibayar Sendin Oleh
Wajibh Pajuk (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Wepablik Indonesia Nomaor 5179),

13, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tutn  Corn Pelaksanuan  Hak dan  Pemenuhan
Kewanjiban  Perpajukan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin  Tohun 2011 Nomor 162, ‘Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5268),

14, Pernturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cars Pemungutan Pajak
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 5950),

16, Pernturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyclenggaraan
Pemerintashan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor G604 1),

16, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Hepubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 6322),
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Namor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak
dalam  Pemberian Layanan  Publik  Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956};

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur KXalimantan Selatan
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan
tertentu pada Perangkat Daerah.

7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat, dalam hal ini pelayanan perizinan dan non
perizinan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

10. Surat Keterangan Lunas, yang selanjutnya disingkat SKL adalah
keterangan atau informasi yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah
melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang.

11. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
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12, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan  Konsultasi  Perpajokan, yang
selanjutnya disingkat KP2KP adalah Instannsi vertikal Direktorat Jenderal
Pajuk yang berada di bawah dan bertanggung jnwab kepada KPP Pratama,

13, Pajak Dacrah adalah kontribusi wajib kepadn Daerah yang terutang oleh
orang pribndi atau  Badan yang bersifat  memnksa  berdasarkan
undang- undang, dengnan tidak mendapatkan iymbalan secarn Inngsung
dan digunakan untuk keperluan  Dacerah  bagl  sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat.,

14, Pelaku Usaha adalah setinp orang perscorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesin, baik sendiri maupun bersama-sama
mclalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

15. Profesi adalah bidang pekerjoan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian,
keterampilan, dan kejuruan tertentu.

16, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pelaksanakan KSWP dalam lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB 11
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemohonan Perizinan

Pasal 3

(1) Sectiap pemohon perizinan Layanan Publik Tertenta, wajib melakukan
pemenuhan kewajiban Pajak Dacrah.

(2) Pemenuhan kewajiban Pajak Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar
pada pengelompokan persyaratan perizinan.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pede ayat (2), berupa
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap setiap
kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak
sebelum diajukannya permohonan perizinan.
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Baglan Kedun
Pemohon Pelayanan Pajualc Daerah

Pannl 4

(1) Setinp pemohon pelayanan  perpajakan  duoruk,  wajib  melakukan
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah,

(2) Pemenuhan kewajiban Pajuk Dacrah nebagalmana dimaksud pada ayat (1),
merupakan persyaratan tambaban darl persyaratan yang telah diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,

(8) Persyaratan tambahan scbagalmana dimaksud padn nyat (2), berupa
pemenuhan kewqjiban Pajak Dnernh terhndnp setlap
kepemilikan/penguasann/pemanfantan  objek  pajuk  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak
sebelum digjukannya permohonan pelayanan perpajaknn Dacrah,

BAB 11l
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1) Pemecrintah Dacrah melakukan KSWP sebelum rnemberikan Layanan
Publik Tertentu untuk mengetahui pemenuhan kewajiban Pajak Daerah
dari pemohon perizinan.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyeclenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan.

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan
sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Dircktorat
Jenderal Pgjak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Jenis Layanan Publik Tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Seclain melakukan KSWP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Pemerintah Dacrah melakukan penclitian terhadap pemenuhan kewajiban
Pajak Daerah dari pemohon pelayanan perpajakan Daerah.

(2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah yang
menyelenggarakan urusan pemecrintahan bidang pajnk daerah dan
retribusi daerah.
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(3) Penelitian pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasari pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk
pemohon perorangan dan NPWP untuk pemohon Badan usaha melalui
pengecekan dengan menggunakan sistem informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hasil KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berupa keterangan
status valid atau status tidak valid.

(2) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak;

b. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban
wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. telah melunasi pembayaran pajak daerah yang terutang.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Layanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah
dapat diberikan. ,

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka memperoleh keterangan status tidak valid dan tidak
diberikan Layanan Publik Tertentu.

Pasal 8

(1) Dalam hal KSWP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP
atau KP2KP.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang memperoleh keterangan status tidak valid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib
Pajak dan/atau SKL ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan Keterangan
Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pelayanan perizinan dan non perizinan dan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah dan
retribusi daerah, secara berkala melakukan rekonsiliasi data perizinan dan
data perpajakan Daerah.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara sistem melalui pertukaran data.
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(1)

(2)

(1)

@)

(3)

(1)

(2)

(3)

L}

Paninl 10

Pemerintah - Daerahr  dapnt  melakakan  koordinasl  dalam  ranghs
teraclenggaranyn Pernturan Qubernur Inl,

Koordinani  sebagaimann  dimakeud  pada  nyal (1) secarn teknis
dilaksanakan oleh Peranpgkat Daerah yang menyelenggnrakan urusan
pemerintahan bidang pelaynnan perlzinan dan non perizinan, Peranghant
Dacrah  yang menyelonpggarakan urusan  pemerintehan  bidang  pajak
dacrah dan retribuai daerah, dan/atau Peranghat Dacrah lnln yang terkalt,

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Panal 11

Wajib Pajuk yang telah memenuhi perayarntan subjedif dan objektif nentinl
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajnkan,
wajib mendaftarkan diri pndn KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanyn
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat keglatan
usahn Wajib Pajak, serta kepada Wajib Pajak diberikan NPWP,

Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pebecfaan atau profoni di
Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP di
wilayah kerjn Daerah.

Pelaku usaha dan/atau pekerjnan atau profesi yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di luar Dacerah dan telah memiliki NPWP dominsili di luar
Dacrah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak cabang/lokasi pada
KPP atau KP2KP yang mempunyai wilayah kerja di Daerah,

Pasal 12

Terhadap Wajib Pajuk yang memiliki kegintan usaha i beberapa tempat,
selain diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilaynh
kerjanya meliputi tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP
atanu KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat
kegiatan usaha Wajib Pajak untuk memperolech NPWP cabang pada setinp
tempat kegiatan usaha,

Tempat terdaftarnya Wajib Pajak dengan status cabang ditentukan oleh
adanya kegiatan usaha yang dilakukan sclain di tempat kedudukan Wajib
Pajak.

Pendaftaran NPWP cabang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 13

(1) NPWP cabang berlaku sclama  wajib  pajak  yang bersangkutan

melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjnan  atau  profesi
di Dacrah.
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1)

(A} Hetelah pelidiawnnnn beglaton vanhine wton pelerjann selesal, Wajil Pajolk
Vi boranngloaton dapal mengajidian pecmohonan penghapusan NIPWEP
cinhnn,

() Peogthmpusan NPWE dilabioalion terhadap Wajlh Pajale yang sudah tidak
memenahl  perayarntion wubjel il dun/atan objeldif  sesuni dengan
letentomn peratonnn peranduoggvndiwiggan di dang perpajakan,

() Pemghapuann NEWIE cabungg selmpgabnanas dimaleud pada ayat (3) hanya
Hapat diladeadonn olehy KPP tsmpat Wajily Pajal terdaftar,

AL VI
HANKHI ADMINIHTRATTIY

Pannl 14

Hotlap pemohon Perlelnan yang melanppar kewajiban sshagpimana dimaksud
dalam Panal N ayat (2), dikenalan aanled administratif herupa tidale diberikan
Pelayanan  Periginan  selima  pemohon  belum  melakukan  Pemenuhan
Kewa)iban Pajal Dacrah,

Panal 16

Hetlap pemohon Pelayanan Perpajalian Dacrah yang melanggar kewajiban
nebagalmana  dimakaud  dalam  Panal 11 ayat  (2), dikenakan sanksi
administeatd!t berapa tdale diberlkan Polayanan Perpajakan Daerah selama
pemohon helum melalculian Pomenuhan Kewajlhan Pajalc Daerah

Paunal 16

Penyelonggarann  Peraturan  Gubernur  inl dilaksanakan  dengan
moemperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan di bidang
perpajakan porta ketentuan peraturan perundang-andangan lain yang

torkalt,

BAIB VI
KICTIENTUAN PERALIHAN

Panal 17

Bagl pelaku ussha yang telah memperoleh lzin dan belum habis masa
berlakunyn sebelum terbitnya Peraturan Gubernur inl, wajib mendaftarkan diri
pada KPP wtan KPZKP yang mompunyal wilayah kerja di Daerah untuk
memperoleh NPWP, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya
Peraturan Gubsrnur inl,
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Dipindai dengan Camgacanner
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| BAB VIII
| KETENTUAN PENUTUP

! Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

| Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oelembges
1t. GUBERNUR MANTAN SELATAN,

2920

-
/QRUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 D<temhe™ 303
PENJABAT SEKRETARIS DAE

PROVINSI TAN,

RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 123

Dipindai dengan CamScanner



